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P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Tinggi

Pontianak yang mengadili  perkara pidana korupsi  dalam peradilan tingkat

banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : HAMIMAH, S.H.
2. Tempat lahir : Ketapang 
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/ 05 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan 
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan HRA Rahman Gg. Gunung Pandang No.

37  RT.  005  RW.  004  Kelurahan  Sungai  Jawi

Dalam,  Kecamatan  Pontinak  Barat,  Kota

Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus

2022;

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus

2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022; 

3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri  Pontianak sejak

tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022; 

4. Penuntut  Umum  sejak  tanggal  28  September  2022  sampai  dengan

tanggal 17 Oktober 2022; 

5. Hakim  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri

Pontianak sejak tanggal  12  Oktober  2022 sampai  dengan tanggal  10

November 2022; 

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil  Ketua Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 11 November

2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023; 

7. Perpanjangan  penahanan  pertama  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi

Pontianak  sejak  tanggal  10  Januari  2023  sampai  dengan  tanggal  8

Februari 2023; 
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8. Perpanjangan  penahanan  kedua  oleh  Ketua  Pengadilan  Tinggi

Pontianak  sejak  tanggal  9  Februari  2023  sampai  dengan  tanggal  10

Maret 2023; 

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal  13

Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak

tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023; 

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak pidana

Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Pontianak  karena  didakwa  dengan

dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia  terdakwa HAMIMAH,  S.H.  selaku  Kepala  Urusan  Umum

pada Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong bersama-sama dengan Saksi

YOHANES  JONI  KODET  selaku  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  UPTD

Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada

Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kabupaten

Sanggau (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN,

M.Si. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  Tahun  2018-2021  atau  pada  waktu

yang tidak dapat  ditentukan lagi  dengan pasti  antara bulan Agustus 2018

sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018

sampai  dengan  2021,  bertempat  di  Desa  Entikong  Kecamatan  Entikong

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi  pada Pengadilan Negeri  Pontianak berdasarkan Pasal  35

Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal  3 angka 8 Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal

07  Februari  2011,  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili,  telah

“melakukan,  menyuruh  melakukan,  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain  atau  suatu  korporasi  yang dapat  merugikan keuangan Negara
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atau perekonomian Negara sebesar Rp323.926.860,- (tiga ratus dua puluh

tiga  juta  sembilan  ratus  dua puluh  enam ribu  delapan  ratus  enam puluh

rupiah)  atau  setidak-tidaknya  sekitar  jumlah  tersebut,  sebagaimana

tercantum  dalam  Laporan  Hasil  Perhitungan  Kerugian  Keuangan  Negara

atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan Uang Sewa

Rusunawa Twin Block I dan II pada Tahun Anggaran 2018-2021 di Entikong

Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  Nomor:  700/X.04/ITKAB-III

tanggal  09  Juni  2022  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Laporan  Hasil

Verifikasi  Tambahan  Audit  terhadap  Laporan  Hasil  Perhitungan  Kerugian

Keuangan  Negara  Nomor:  700/X.04/ITKAB-III  tanggal  09  Juni  2022  atas

Dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengelolaan  Penerimaan  Uang  Sewa

Rusunawa Twin Block I dan II  bulan Agustus 2018 sampai Maret 2021 di

Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Nomor: 700/X.06/ITKAB-

III tanggal 22 Agustus 2022 dari Inspektorat Kabupaten Sanggau”, 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun  1999tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana

telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa HAMIMAH, S.H. selaku Kepala Urusan Umum pada

Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  bersama-sama  dengan

SaksiYOHANES JONI KODET selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD

Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada

Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kabupaten

Sanggau (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN,

M.Si. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  Tahun  2018-2021  atau  pada  waktu

yang tidak dapat  ditentukan lagi  dengan pasti  antara bulan Agustus 2018

sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018
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sampai  dengan  2021,  bertempat  di  Desa  Entikong  Kecamatan  Entikong

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi  pada Pengadilan Negeri  Pontianak berdasarkan Pasal  35

Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal  3 angka 8 Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal

07  Februari  2011,  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili,  telah

“melakukan,  menyuruh  melakukan,  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan

dengan  tujuan  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu

korporasi,  menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan atau  sarana yang

ada  padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp323.926.860,- (tiga

ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus

enam  puluh  rupiah)  atau  setidak-tidaknya  sekitar  jumlah  tersebut,

sebagaimana  tercantum  dalam  Laporan  Hasil  Perhitungan  Kerugian

Keuangan  Negara  atas  Dugaan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pengelolaan

Penerimaan  Uang  Sewa  Rusunawa  Twin  Block  I  dan  II  pada  Tahun

Anggaran 2018-2021 di Entikong Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau

Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal 09 Juni 2022 sebagaimana telah diubah

dengan  Laporan  Hasil  Verifikasi  Tambahan  Audit  terhadap  Laporan  Hasil

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/X.04/ITKAB-III tanggal

09 Juni 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Penerimaan

Uang Sewa Rusunawa Twin Block I dan II bulan Agustus 2018 sampai Maret

2021  di  Entikong  Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  Nomor:

700/X.06/ITKAB-III  tanggal  22  Agustus  2022  dari  Inspektorat  Kabupaten

Sanggau”, 

Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

1999 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Republik  Indonesia
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Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia  terdakwa HAMIMAH,  S.H.  selaku  Kepala  Urusan  Umum

pada Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong bersama-sama dengan Saksi

YOHANES  JONI  KODET  selaku  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha  UPTD

Rusunawa Entikong merangkap Plt. Kepala UPTD Rusunawa Entikong pada

Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kabupaten

Sanggau (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Sdra. Ir. RODIE S. SANEN,

M.Si. (Almarhum) selaku Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  Tahun  2018-2021  atau  pada  waktu

yang tidak dapat  ditentukan lagi  dengan pasti  antara bulan Agustus 2018

sampai dengan bulan Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2018

sampai  dengan  2021,  bertempat  di  Desa  Entikong  Kecamatan  Entikong

Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya pada

tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi  pada Pengadilan Negeri  Pontianak berdasarkan Pasal  35

Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal  3 angka 8 Keputusan Ketua

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal

07  Februari  2011,  yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili,  telah

“melakukan,  menyuruh  melakukan,  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan,

gratifikasi  kepada  pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara  dianggap

pemberian  suap,  apabila  berhubungan  dengan  jabatannya  dan  yang

berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, 

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal  12  B  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun

1999tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Republik  Indonesia

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
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Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut; 

Membaca  Penetapan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Pontianak

Nomor  2/Pid.Sus-TPK/2023/PT  PTK  tanggal  1  Maret  2023  tentang

Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca  surat  Penunjukan  Panitera  Pengganti  oleh  Panitera

Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK tanggal 1

Maret  2023,  tentang  Penunjukan  Panitera  Pengganti  untuk  membantu

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT

PTK tanggal 1 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; 

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan

Negeri Sanggau di Entikong Nomor Reg. Perkara: PDS-01/ETK/Ft.1/11/2022

tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa  Hamimah,  S.H.  tidak  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “melakukan,

menyuruh  melakukan,  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan  secara

melawan  hukum  melakukan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara”  sebagaimana diatur  dan diancam pidana

dengan  Pasal  2  Ayat  (1)  Jo  Pasal  18  Undang-Undang  Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1

KUHPidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa Hamimah, S.H. dari Dakwaan Primair Penuntut

Umum.

3. Menyatakan  Terdakwa  Hamimah,  S.H.  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “melakukan,

menyuruh  melakukan,  dan  turut  serta  melakukan  perbuatan  dengan
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tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan  kewenangan,  kesempatan  atau  sarana  yang  ada

padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan  yang  dapat  merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana diatur dan

diancam pidana dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1

KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hamimah, S.H. dengan pidana

penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  9  (sembilan)  bulan  dan  denda

sebesar  Rp50.000.000,-  (lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  ketentuan

apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti  dengan  pidana

kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah

dijalani oleh Terdakwa.

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

6. Menyatakan  menghukum  kepada  Terdakwa  Hamimah,  S.H.  untuk

membayar uang pengganti  sebesar Rp108.930.000,-  (seratus delapan

juta  sembilan  ratus  tiga  puluh  ribu  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila

dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

kekuatan hukum Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta

bendanya  dapat  disita  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang  pengganti

tersebut dan dalam hal  Terdakwa tidak mempunyai  harta benda yang

mencukupi  untuk  membayar  uang  pengganti,  maka  dipidana  dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

7. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval Isnaeni untuk Pembayaran Sewa Kamar No. 206 tanggal 10

Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Yohanes Joni K. dan dicap

stempel UPTD Rusunawa Entikong Dinas Perumahan, Cipta Karya,
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Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

2. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 September 2019

yang  ditandatangani  oleh  Y.  Joni  K.  dan  dicap  stempel  UPTD

Rusunawa  Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang

dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

3. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval  untuk  Pembayaran  Sewa Kamar  tanggal  10  Oktober  2019

yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa

Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan

Pertanahan Kabupaten Sanggau;

4. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 November 2019

yang ditandatangani oleh YOHANES JK dan dicap stempel Tanda

Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

5. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Desember 2019

yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel UPTD Rusunawa

Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan

Pertanahan Kabupaten Sanggau;

6. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval  untuk  Pembayaran  Sewa  bulan  Januari  2020  tanggal  09

Januari  2020  yang  ditandatangani  oleh  JONI  dan  dicap  stempel

UPTD  Rusunawa  Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata

Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

7. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval  untuk  Pembayaran Sewa Kamar tanggal  10 Februari  2020

yang  ditandatangani  oleh  JONI  dan  dicap  stempel  Tanda  Lunas

Sewa Rusunawa Entikong;

8. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Maret 2020 yang

ditandatangani  oleh  JONI  dan  dicap  stempel  UPTD  Rusunawa
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Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan

Pertanahan Kabupaten Sanggau;

9. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 April 2020 yang

ditandatangani  oleh  JONI  dan  dicap  stempel  Tanda  Lunas  Sewa

Rusunawa Entikong;

10. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Sewa bulan Mei 2020 tanggal 10 Mei 2020

yang  ditandatangani  oleh  JONI  dan  dicap  stempel  Tanda  Lunas

Sewa Rusunawa Entikong;

11. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 10 Juni 2020 yang

ditandatangani  oleh  JONI  dan  dicap  stempel  Tanda  Lunas  Sewa

Rusunawa Entikong;

12. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Sewa Kamar tanggal 19 Juli  2020 yang

ditandatangani  oleh  JONI  dan  dicap  stempel  Tanda  Lunas  Sewa

Rusunawa Entikong;

13. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal

10 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel

Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

14. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval  untuk  Pembayaran  Air,  Listrik,  Kebersihan  &  Keamanan

tanggal  10  September  2020  yang  ditandatangani  oleh  JONI  dan

dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

15. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Air, Listrik, Kebersihan, Keamanan tanggal

10 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh JONI dan dicap stempel

Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

16. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval  untuk  Pembayaran  Air,  Listrik,  Kebersihan  &  Keamanan
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tanggal  10  November  2020  yang  ditandatangani  oleh  JONI  dan

dicap stempel Tanda Lunas Sewa Rusunawa Entikong;

17. 1  (satu)  lembar  Asli  Kwitansi  Penerimaan Uang Rp500.000,-  dari

Noval untuk Pembayaran Kebersihan, Keamanan, Listrik, Air tanggal

10  Desember  2020  yang  ditandatangani  oleh  JONI  tanpa  cap

stempel;

18. 2 (dua) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunian Rusun atas

nama ERNITA S. BUTAR BUTAR;

19. 1 (satu) lembar Bukti Transfer Pembayaran Penghunian Rusun atas

nama MUAMAR DARDA;

20. 1  (satu)  lembar  Asli  Petikan  Keputusan  Bupati  Sanggau  Nomor:

821.13/169/BKD-TUK  tanggal  27  September  2010  tentang

Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri

Sipil atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

21. 1  (satu)  lembar  Asli  Petikan  Keputusan  Bupati  Sanggau  Nomor:

821.24/046/BKD-MUT tanggal 15 Maret 2016 tentang Pengangkatan

Pejabat Struktural Eselon IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sanggau atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

22. 1 (satu) lembar Fotokopi surat perintah Nomor: 821/1374/BKPSDM-

C tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas

atas nama YOHANES JONI KODET, S.Sos.;

23. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Bupati  Sanggau  Nomor:

821.3/239/BKPSDM-C  tanggal  29  Oktober  2021  tentang

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Struktural Eselon

IV.B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau a.n. YOHANES

JONI KODET, S.Sos. NIP. 19830703 200902 1 007;

24. 1  (satu)  lembar  Asli  Surat  Pernyataan  dari  Yohanes  Joni  Kodet

tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp10.000,;

25. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Proposal  Pembangunan  Baru  Rumah

Susun  Sewa  (Rusunawa)  Lintas  Malindo  (Malaysia-Indonesia)

Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2016;

26. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan
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Perumahan  Nomor  03/KPTS/Dr/2017  tanggal  26  Januari  2017

tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Pembangunan Rumah

Susun Sewa Tahun 2017;

27. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan  Rakyat  Nomor:  1060/KPTS/M/2016  tanggal  30

Desember 2016 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung/

Pembantu  Atasan  Langsung  Kuasa  Pengguna  Anggaran/  Barang

dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat

Jenderal  Penyediaan  Perumahan,  Kementerian  Pekerjaan  Umum

dan Perumahan Rakyat;

28. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Surat  Pejabat  Pembuat  Komitmen

Pengembangan Perumahan Wilayah I Satuan Kerja Pengembangan

Perumahan  Nomor:  KU.03.01/PPK-W1/SATKER-PP/169/III/2017

tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa

Wilayah Kalimantan (Rusun17-02) yang ditujukan kepada PT Nindya

Karya (Persero) Wilayah III;

29. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor:

KU.02.08/PPK-W1/SATKER-PP/209/III/2017 tanggal 31 Maret 2017

tentang  Pembangunan  Rumah  Susun  Sewa  Wilayah  Kalimantan

(RUSUN17-02);

30. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Kerja  (Kontrak  Harga

Satuan  dan  Lump  Sum)  Nomor:  HK.02.03/PPK-W1/SATKER-

PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 untuk melaksanakan Paket

Pekerjaan  Jasa  Kontruksi  Pembangunan  Rumah  Susun  Sewa

Wilayah  Kalimantan  (RUSUN17-02)  Nilai  Kontrak

Rp106.224.689.000,-  (seratus  enam  milyar  dua  ratus  dua  puluh

empat  juta  enam  ratus  delapan  puluh  sembilan  ribu  rupiah)

termasuk  PPN  10%  antara  PPK  Pengembangan  Perumahan

Wilayah  I  Satuan  Kerja  Pengembangan  Perumahan  dengan  PT

Nindya  Karya  (Persero)  beserta  Syarat-Syarat  Khusus  Kontrak

(SSKK);
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31. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-1 tanggal 7 September 2017

terhadap  Surat  Perjanjian  Nomor:  HK.02.03/PPK-W1/SATKER-

PP/205/III/2017  tanggal  30  Maret  2017  antara  Pejabat  Pembuat

Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya

Karya  (Persero)  untuk  melaksanakan  Pekerjaan  Pembangunan

Rumah  Susun  Sewa  Wilayah  Kalimantan  (RUSUN17-02)  Nilai

Kontrak Rp106.224.689.000,- (seratus enam milyar dua ratus dua

puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Nilai  Addendum  Ke-1  Rp106.224.689.000,-  (seratus  enam  milyar

dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan

ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

32. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perintah  Asisten  Intelijen  Selaku

Ketua  Tim  Pengawal  dan  Pengaman  Pemerintahan  dan

Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat

Nomor: PRIN-55/TP4D/SET/09/2017 tanggal 08 September 2017;

33. 1 (satu) bundel Fotokopi Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017

terhadap  Surat  Perjanjian  Nomor:  HK.02.03/PPK-W1/SATKER-

PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7

September  2017  antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen

Pengembangan  Perumahan  Wilayah  I  dengan  PT  Nindya  Karya

(Persero)  untuk  melaksanakan  Pekerjaan  Pembangunan  Rumah

Susun  Sewa  Wilayah  Kalimantan  (RUSUN17-02)  Nilai  Kontrak

Rp106.224.689.000,-  (seratus  enam  milyar  dua  ratus  dua  puluh

empat  juta  enam ratus  delapan puluh sembilan  ribu  rupiah)  Nilai

Addendum  Ke-1  Rp106.224.689.000,-  (seratus  enam  milyar  dua

ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu

rupiah)  Nilai  Addendum Ke-2 Rp116.562.186.000,-  (seratus  enam

belas milyar lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh

enam ribu rupiah) Tahun Anggaran 2017;

34. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Addendum  Ke-3  tanggal  28  November

2017 terhadap Surat Perjanjian Nomor: HK.02.03/PPK-W1/SATKER-

PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 Addendum Ke-1 tanggal 7
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September 2017 Addendum Ke-2 tanggal 23 Oktober 2017 antara

Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I

dengan PT Nindya Karya (Persero) untuk melaksanakan Pekerjaan

Pembangunan  Rumah  Susun  Sewa  Wilayah  Kalimantan

(RUSUN17-02)  Nilai  Kontrak  Rp106.224.689.000,-  (seratus  enam

milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh

sembilan  ribu  rupiah)  Nilai  Addendum  Ke-1  Rp106.224.689.000,-

(seratus enam milyar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus

delapan  puluh  sembilan  ribu  rupiah)  Nilai  Addendum  Ke-2

Rp116.562.186.000,-  (seratus enam belas milyar lima ratus enam

puluh  dua  juta  seratus  delapan  puluh  enam  ribu  rupiah)  Nilai

Addendum Ke-3 Rp116.562.186.000,-  (seratus enam belas milyar

lima ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh enam ribu

rupiah) Tahun Anggaran 2017;

35. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Berita  Acara  Pemeriksaan  Pekerjaan

Nomor:  KU.09.04/BA-Pan.PHO/RUSUN17-02/01  tanggal  28

Desember  2017  dalam  rangka  Serah  Terima  Pekerjaan  Pertama

(PHO)  Pembangunan  Rumah  Susun  Sewa  Wilayah  Kalimantan

(RUSUN17-02)  Kontrak  Nomor  HK.02.03/PPK-W1/SATKER-

PP/205/III/2017 tanggal 30 Maret 2017, Addendum ke-1 tanggal 07

September  2017,  Addendum  ke-2  tanggal  23  Oktober  2017,

Addendum ke-3 tanggal 28 November 2017;

36. 1 (satu) bundel  Fotokopi  Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO)

Nomor:  KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-PP/1722/XII/2017

tanggal 29 Desember 2017 Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun

Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN17-02) antara Pejabat Pembuat

Komitmen Pengembangan Perumahan Wilayah I dengan PT Nindya

Karya (Persero);

37. 1 (satu) lembar Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah

Susun  Sewa  Lokasi  Kabupaten  Sanggau  tanggal  28  Desember

2017;

38. 2 (dua) lembar Foto Serah Terima Kunci Rumah Susun Sewa Lokasi
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Kabupaten Sanggau tanggal 28 Desember 2017;

39. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kedua / Akhir

Pekerjaan  Nomor:  KU.09.04/BA-PHO/PPK-W1/SATKER-

PP/678/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018;

40. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Rekapitulasi  Bill  of  Quantity  (BOQ)

Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan

(RUSUN  17-02)  Jumlah  Lantai  5  (lima)  Lokasi  Kab.  Sanggau,

Kalimantan Barat Nomor Tower TB-1 Tahun Anggaran 2017 tanggal

06 Februari 2017;

41. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Rekapitulasi  Bill  of  Quantity  (BOQ)

Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Sewa Wilayah Kalimantan

(RUSUN  17-02)  Jumlah  Lantai  5  (lima)  Lokasi  Kab.  Sanggau,

Kalimantan Barat Nomor Tower TB-2 Tahun Anggaran 2017 tanggal

06 Februari 2017;

42. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Bukti  Penerimaan  Negara  Kode  Billing

820180814285985 tanggal Bayar 21 Agustus 2018 Jumlah Setoran

Rp154.068.283  (Seratus  Lima  Puluh  Empat  Juta  Enam  Puluh

Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) Kode Akun

425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang

Lalu  Keterangan  Penerimaan  Kembali  Belanja  Modal  TA  2017

Pembangunan  Rumah  Susun  Sewa  Wilayah  Kalimantan

(RUSUN17-02) PT Nindya Karya (Persero);

43. 4 (empat) lembar Foto Rumah Susun Sewa Pembangunan Rumah

Susun Sewa Wilayah Kalimantan (RUSUN 17-02) Tahun Anggaran

2017 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

44. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  atas  nama  Menteri  Keuangan

Republik Indonesia Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: S-

98/MK.6/2021  tanggal  23  Februari  2021  Hal  Persetujuan  Hibah

Barang  Milik  Negara  pada  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan

Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang

ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

u.p.  Sekretariat  Jenderal  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan
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Perumahan Rakyat;

45. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan  Jawa  I  Direktorat  Jenderal  Perumahan  Kementerian

Pekerjaan  Umum  Perumahan  Rakyat  Nomor:  UM.01.02/BP2PJ-

I/774  tanggal  03  Maret  2021  Perihal  Permohonan  Permintaan

Persyaratan  Administrasi  untuk  Pengusulan  Hibah  Rumah  Susun

dan  Meubelair  di  PLBN,  Entikong  yang  serahterimakan  kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat

yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sanggau;

46. 1 (satu) bundel Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan  Rakyat  Nomor:  310/KPTS/M/2021  tanggal  10  Maret

2021  tentang  Penetapan  Hibah  Barang  Milik  Negara  (BMN)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

47. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Kelengkapan  Dokumen  Hibah  Rumah

Rusun,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,

Direktorat  Jendral  Penyediaan  Perumahan  Satuan  Kerja

Pengembangan  Perumahan,  Tahun  Anggaran  2017,  Lokasi  :

Rusunawa PLBN Entikong TB 1 Jalan  Lintas  Malindo,  Kelurahan

Entikong,  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten  Sanggau,  Provinsi

Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 20,647,649,402,- Penerima

Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

48. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Kelengkapan  Dokumen  Hibah  Rumah

Rusun,  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat,

Direktorat  Jendral  Penyediaan  Perumahan  Satuan  Kerja

Pengembangan  Perumahan,  Tahun  Anggaran  2017,  Lokasi  :

Rusunawa PLBN Entikong TB 2 Jalan  Lintas  Malindo,  Kelurahan

Entikong,  Kecamatan  Entikong,  Kabupaten  Sanggau,  Provinsi

Kalimantan Barat, Nilai Perolehan: Rp. 21,275,284,963,- Penerima

Bantuan: Pemerintah Kabupaten Sanggau;

49. 1 (satu) buah Asli Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun 2018-

2021;

50. 1 (satu) bundel Fotokopi Buku Daftar Nama Penghuni Rusun Tahun
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2018-2021;

51. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sanggau

Nomor  13  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Rumah  Susun

Sederhana Sewa;

52. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Peraturan  Bupati  Sanggau  Nomor  50

Tahun  2018  tentang  Pembentukan,  Kedudukan,  Susunan

Organisasi,  Tugas,  Fungsi  dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana  Teknis

Rumah  Susun  Sewa  pada  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata

Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

53. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Kepala Balai Pelaksana Penyediaan

Perumahan  Jawa  I  Direktorat  Jenderal  Perumahan  Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: UM.01.02/BP2PJ-

I/774  tanggal  03  Maret  2021  Perihal  Permohonan  Permintaan

Persyaratan  Administrasi  untuk  Pengusulan  Hibah  Rumah  Susun

dan  Meubelair  di  PLBN  Entikong  yang  diserahterimakan  kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat; 

54. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Surat  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  II

Entikong Nomor:  W16.IMI.D-UM.01.01-0778  tanggal  30  Mei  2018

perihal Permohonan segera menempati RUSUNAWA yang ditujukan

kepada  Kepala  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan

Pertanahan Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

55. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Surat  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  II

Entikong  Nomor:  W16.IMI.D.UM.01.01-1033  tanggal  23  Juli  2018

perihal Permohonan menempati Rusunawa yang ditujukan kepada

Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;

56. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Surat  Kepala  Kantor  Imigrasi  Kelas  II

Entikong  Nomor:  W16.IMI.D.UM.01.01-1080  tanggal  30  Juli  2018

perihal Permohonan Penempatan Rusunawa yang ditujukan kepada

Bupati Sanggau;

57. 1 (satu) lembar Fotokopi Disposisi Kode B / 633 Indeks 585 perihal

Permohonan Penempatan Rusunawa Nomor: W16.IMI.D.UM.01.01-
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1080 tanggal 30 Juli 2018 dikemukakan Bupati Sanggau tanggal 31

Juli 2018;

58. 2 (lembar) lembar Fotokopi Disposisi dari Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kabuapten  Sanggau  No.

Agenda:  9m  467  terhadap  Surat  dari  Kantor  Imigrasi  Kelas  II

Entikong  Nomor:  W16.IMI.D.UM.01.01-1080  tanggal  30  Juli  2018

perihal Permohonan Penempatan Rusunawa;

59. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Surat  Direktur  Jenderal  Penyediaan

Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor: UM.0402-Dr/103 tanggal 29 Januari 2018 Hal: Pemanfaatan

dan Penghunian Rusuwa yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten

Sanggau;

60. 1 (satu) lembar Fotokopi Amplop Surat No.: UM.0402-Dr/103 tanggal

29 Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN; 

61. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

Nomor: 648/402/DPCKTRP tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala

Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan

Kabupaten Sanggau Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor

Imigrasi  Kelas  II  Entikong  Herri  Prihatin,  S.H.,  M.Si.  dan  yang

ditandatangani diatas materai Rp6.000,-;

62. 1 (satu) bundel Fotokopi Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah

Rusunawa tanggal 06 Agustus 2018 antara Pihak Pertama Ir. Rodie

Sanen,  M.Si.  sebagai  yang menyerahkan dan Pihak Kedua Herri

Prihatin, S.H., M.Si. sebagai yang menerima perihal Serah Terima

Kunci Perumahan Rusunawa yang akan dipergunakan oleh Pegawai

Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebanyak  sebanyak  50  (lima

puluh) buah kunci beserta daftar nama yang tinggal di Rusun;

63. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Bupati  Sanggau  Nomor  565

Tahun  2019  tanggal  31  Desember  2019  tentang  Penunjukan

Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran serta Pengguna Anggaran

untuk Pengelolaan Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau
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Tahun Anggaran 2020;

64. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Rekapitulasi  Penerimaan  dan  Bukti

Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau

Tahun 2020 beserta lampiran bukti tanda setoran;

65. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sanggau

Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

66. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

antara Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan

drh. Muhammad Faqih Amrulloh (PNS Karantina Pertanian Entikong

(SKP)  Kelas  1  Entikong)  dan  Patrio  Abdul  Razak  Wando,  A.Md.

(PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal

28 Februari 2019,  Nomor Kamar 413;

67. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

antara Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan

Guntur  Shahid,  A.Md.  (PNS  Karantina  Pertanian  Entikong  (SKP)

Kelas  1  Entikong)  dan  Rachmad Dwi  Pramudiyanto,  A.Md.  (PNS

Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28

Februari 2019, Nomor Kamar 409;

68. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

antara Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan

Wari  Sartika  Ningsih  Harahap,  A.Md.  (PNS  Karantina  Pertanian

Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) dan Ernita S.  Butar Butar,  SE.

(PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal

28 Februari 2019, Nomor Kamar 207;

69. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

antara Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan

Yustina  Nurseptiyani,  A.Md.  (PNS  Karantina  Pertanian  Entikong

(SKP) Kelas 1 Entikong) tanggal 28 Februari 2019, Nomor Kamar
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411;

70. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

antara Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan

Bayu Atmaja (Anggota TNI) tanggal 09 Mei 2019;

71. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Surat  Kepala  Dinas  Perumahan,  Cipta

Karya,  Tata  Ruang  dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  Nomor:

010/263/DPCKTRP-SET  tanggal  8  Mei  2019  Perihal  Informasi

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang ditujukan kepada

Komandan Tim Intelrem 121/Abw;

72. 1  (satu)  lembar  Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  a.n.

Bernanda Irine Istriantika;

73. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

antara Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan

Bernanda Irine Istriantika (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP)

Kelas 1 Entikong) tanggal 15 Juli 2019, Nomor Kamar 301;

74. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Purnama

Dwi Ariyanto;

75. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

antara Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan

Purnama Dwi  Ariyanto  (PNS Karantina  Pertanian  Entikong (SKP)

Kelas 1 Entikong) tanggal 01 Juli 2019, Nomor Kamar 501;

76. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

antara Ir.  Rodie S. Sanen, M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Cipta

Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau) dengan

Ferdian Nugraha, S.St.Pi (PNS Karantina Pertanian Entikong (SKP)

Kelas 1 Entikong) tanggal 22 Agustus 2020;

77. 1 (satu) bundel Fotokopi Laporan Penggunaan Dana;

78. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  nota  dan  kwitansi  pembayaran  tagihan

listrik, tagihan air, pemeliharaan dan perawatan Rumah Susun Sewa
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(Rusunawa) Entikong;

79. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Sanggau Nomor: 903/69/BPKAD-PY, Tanggal 9 Januari

2019;

80. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Bupati  Sanggau  Nomor  470

Tahun  2018  tentang  Penunjukan  Bendahara  Penerimaan  dan

Pengeluaran  Serta  Pengguna  Anggaran  Untuk  Pengelolaan

Administrasi  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  Tahun

Anggaran 2019;

81. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Rekapitulasi  Penerimaan  dan  Bukti

Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau

Tahun 2019 beserta lampiran bukti tanda setoran;

82. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Bupati  Sanggau  Nomor  49

Tahun  2018  tentang  Penunjukan  Bendahara  Penerimaan  dan

Pengeluaran  serta  Pengguna  Anggaran  untuk  Pengelolaan

Administrasi  Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Daerah  di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sanggau  Tahun

Anggaran 2018;

83. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Rekapitulasi  Penerimaan  dan  Bukti

Penerimaan Kas Daerah Rusunawa Entikong Kabupaten Sanggau

Tahun 2018 beserta lampiran bukti tanda setoran;

84. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Berita  Acara  Serah Terima Pengelolaan

Rumah  Susun  Sederhana  Sewa  (Rusunawa)  Lokasi  Kecamatan

Entikong  Kabupaten  Sanggau  Provinsi  Kalimantan  Barat  No.  :

20/BA/DC/2007 tanggal 3 Agustus 2007 beserta lampiran;

85. 1 (satu)  bundel  Fotokopi  Berita  Acara Serah Terima Barang Milik

Negara Berupa Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang

berlokasi di Sanggau antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan

Bupati  Sanggau  Nomor:  27/BA/DC/2012,  3339  tanggal  29

November 2012 beserta lampiran;

86. 1 (satu) bundel Fotokopi Naskah Hibah Barang Milik Negara antara
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Direktur  Jenderal  Perumahan  Kementerian  Pekerjaan  Umum dan

Perumahan  Rakyat  dengan  Bupati  Sanggau  Nomor:

471/PKS/Dr/2021,  Nomor:  030/772/BPKAD-ASET/2021 tanggal  20

Desember 2021 beserta lampiran;

87. 1 (satu)  bundel  Fotokopi  Berita  Acara Serah Terima Barang Milik

Negara antara Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan

Umum  dan  Perumahan  Rakyat  dengan  Bupati  Sanggau  Nomor:

523/BA/Dr/2021 tanggal 20 Desember 2021 beserta lampiran;

88. 1  (satu)  bundel  Kartu  Inventaris  Barang  (KIB)  Unit/SPKD  Dinas

Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah

Kabupaten Sanggau.

89. 1 (satu) bundel  Asli  Surat  Bupati  Sanggau Nomor: 89/730/DPCK-

TRP tanggal 7 April 2017 Perihal Kelengkapan Administrasi Usulan

Pembangunan Rusunawa bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

yang  ditujukan  kepada  Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan

Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  c.q.  Direktorat  Jenderal

Penyediaan Perumahan;

90. 1  (satu)  bundel  Asli  Surat  Pernyataan  Kesediaan  Menyiapkan

Meubelair  dari  Bupati  Sanggau No.  050/735/2017 tanggal  7  April

2017  yang  ditandatangani  diatas  materai  Rp6.000,-  dan  tidak

bermaterai;

91. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Surat Pernyataan Penerimaan

Barang Milik Negara Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Bupati  Sanggau Nomor:  028/271/DPCK-TRP/2018 tanggal  17 Mei

2018 beserta lampirannya;

92. 1 (satu) lembar Asli Surat Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan

Kementerian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor:

UM.0402-Dr/103  tanggal  29  Januari  2018  Hal:  Pemanfaatan  dan

Penghunian  Rusuwa  yang  ditujukan  kepada  Bupati  Kabupaten

Sanggau;

93. 1 (satu) lembar Asli Amplop Surat No: UM.0402-Dr/103 tanggal 29

Januari 2018 yang ditujukan kepada Bupati Sanggau PLBN; 
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94. 1 (satu) bundel Asli Surat Pengantar Pengajuan Daftar Nama yang

berminat  menempati  Rusunawa  dari  Kepala  UPTD  Rusunawa

Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan

Pertanahan Kabupaten Sanggau Nomor: 477/12/UPTD Rusunawa

tanggal 16 Juli 2017 beserta lampirannya.

95. 1  (satu)  lembar  Asli  Surat  Direktur  Pengembangan  Kawasan

Permukiman  Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : PW.0502-CK/323

tanggal  7  Agustus  2018  Perihal  Pemanfaatan  dan  Fungsional

Infrastruktur Permukiman Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan

Barat beserta lembar disposisi surat Dinas Perumahan, Cipta Karya,

Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau;

96. 1 (satu) lembar Asli Surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong

Nomor:  W16.IMI.D-UM.01.01-0778  tanggal  30  Mei  2018  Perihal

Permohonan segera menempati Rusunawa yang ditujukan kepada

Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Pekerjaan  Umum  Kabupaten  Sanggau  beserta  lembar  disposisi

surat Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Sanggau;

97. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-18.KP.03.03 Tahun 2017

tanggal  7  Maret  2017  tentang Pemberhentian  dan Pengangkatan

Dari  dan Dalam Jabatan Administrasi  di  Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

98. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018

tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Dari  dan Dalam Jabatan Administrasi  di  Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.; 

99. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  W-16-1824.KP.03.03  Tahun

2016  tanggal  23  April  2016  tentang  Pemberhentian  dan
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Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan

Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  a.n.  Rakhmat

Hermawan, A.Md.;

100. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018

tanggal 5 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Dari  dan Dalam Jabatan Administrasi  di  Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

101. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Pengguna  Anggaran  Satuan

Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-

1333  tanggal  29  Desember  2017  tentang  Penetapan  Pejabat

Pembuat  Komitmen,  Pejabat  Penandatangan  Surat  Perintah

Membayar,  dan Pejabat  Pengelola  Administrasi   Belanja Pegawai

Pada  Satuan  Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  Tahun

Anggaran 2018;

102. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Pengguna  Anggaran  Satuan

Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor W16-IMI.D-KU.03.03-

1334  tanggal  29  Desember  2017  tentang  Penetapan  Bendahara

Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II  Entikong

Tahun Anggaran 2018;

103. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Kuasa  Pengguna  Anggaran

Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-

IMI.D-KU.03.03-1821  tanggal  31  Desember  2018  tentang

Penetapan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, pada Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

104. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Kuasa  Pengguna  Anggaran

Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-

IMI.D-KU.03.03-1822  tanggal  31  Desember  2018  tentang

Penetapan  Penggantian  Bendahara  Pengeluaran,  pada  Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

105. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Penugasan  Kuasa  Pengguna

Anggaran  Satuan  Kerja  Kantor  Imigrassi  Kelas  II  TPI  Entikong
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Nomor  :  W16-IMI.D-PB.02.10-1823  tanggal  31  Desember  2018

tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna

Anggaran  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Tahun

Anggaran 2019;

106. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Penugasan  Kuasa  Pengguna

Anggaran  Satuan  Kerja  Kantor  Imigrassi  Kelas  II  TPI  Entikong

Nomor  :  W16-IMI.D-KU.03.01-1447  tanggal  02  Desember  2019

tentang Pendelegasian / Pelimpahan Wewenang Kuasa Pengguna

Anggaran  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Tahun

Anggaran 2020;

107. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Kuasa  Pengguna  Anggaran

Satuan Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas II  TPI  Entikong Satuan Kerja

Kantor  Imigrassi  Kelas  II  TPI  Entikong  Nomor  :  W16-IMI.D-

KU.03.03-0025  tanggal  03  Januari  2020  tentang  Penetapan

Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

108. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Kuasa  Pengguna  Anggaran

Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-

IMI.D-KU.03.03-0078 tanggal  23 Januari  2020 tentang Penetapan

Pengangkatan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  Pejabat

Penandatanganan  Surat  Perintah  Pembayaran  (PPSPM),  Pejabat

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

109. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Keputusan  Kuasa  Pengguna  Anggaran

Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-

IMI.D-KU.03.03-0079 tanggal  23 Januari  2020 tentang Penetapan

Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Entikong;

110. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Penugasan  Kuasa  Pengguna

Anggaran  Satuan  Kerja  Kantor  Imigrassi  Kelas  II  TPI  Entikong

Nomor : W16-IMI.D-KU.03.01-0082 tanggal 23 Januari 2020 tentang

Pendelegasian  /  Pelimpahan  Wewenang  Kuasa  Pengguna

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 24



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Tahun

Anggaran 2020;

111. 1  (satu)  bundel  Fotokopi  Surat  Perjanjian  Penghunian  Rusunawa

Nomor:  477/19/UPTD  tanggal  06  Agustus  2018  antara  Kepala

Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  Herri  Prihatin,  S.H.,  M.Si.  dan

Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

Kabupaten Sanggau Ir. Rodie S. Sanen, M.Si. yang ditandatangani

diatas materai Rp6.000,-;

112. 1  (satu)  bundel  Asli  Rincian  Kertas  Kerja  Satker  T.A.  2018

Kemen/Lemb: (013)  Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia

RI,  Unit  Org:  (06)  Ditjen  Imigrasi,  Unit  Kerja:  (539101)  Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp22.714.518.000,-;

113. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong (539100) tanggal  09 Oktober 2018 Nomor: 000477/X/2018

sebesar  Rp25.000.000,-  dibebankan pada kegiatan,  output,  MAK:

5254.015.052  522141  Kode:  PNP  kepada  Hamimah,  S.H.  untuk

Pembayaran Sewa Mess/Rumah Singgah sebanyak 50 unit  pada

Rusunawa Entikong selama 1 bulan (September) TA 2018;

114. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  (539100)  tanggal  28  November  2018  Nomor:

000554/XI/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan,

output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah,

S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak

50  unit  selama  1  bulan  (November  2018)  pada  Rusunawa

Kecamatan Entikong tanggal 28 November 2018;

115. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  (539100)  tanggal  29  November  2018  Nomor:

000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan,

output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah,

S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak

50 unit selama 1 bulan (Oktober 2018) pada Rusunawa Kecamatan

Entikong tanggal 29 November 2018;
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116. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  (539100)  tanggal  06  September  2018  Nomor:

000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan,

output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah,

S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak

50 unit selama 1 bulan (Agustus 2018) pada Rusunawa Kecamatan

Entikong tanggal 06  September 2018;

117. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  (539100)  tanggal  11  Desember  2018  Nomor:

000555/X/2018 sebesar Rp25.000.000,- dibebankan pada kegiatan,

output, MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP kepada Hamimah,

S.H. untuk Pembayaran Sewa Mess/Flat/Rumah Singgah sebanyak

50  unit  selama  1  bulan  (Desember  2018)  pada  Rusunawa

Kecamatan Entikong tanggal 11  Desember 2018;

118. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

878244353 tanggal 05 September 2018 NPWP 001768936705000,

Nama :  Rutin  Kantor  Imigrasi  Klas II,  Akun 42114,  Jenis Setoran

100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

119. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

840915245  tanggal  10  Oktober  2018  NPWP  001768936705000,

Nama :  Rutin  Kantor  Imigrasi  Klas II,  Akun 42114,  Jenis Setoran

100, Jumlah Setoran Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

120. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

911976075 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000,

Nama :  Rutin  Kantor  Imigrasi  Klas II,  Akun 42114,  Jenis Setoran

100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

121. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

911976077 tanggal 29 November 2018 NPWP 001768936705000,
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Nama :  Rutin  Kantor  Imigrasi  Klas II,  Akun 42114,  Jenis Setoran

100, Jumlah Setoran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

122. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

911977061 tanggal 12 Desember 2018 NPWP 001768936705000,

Nama : Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun 411128, Jenis Setoran

403, Jumlah Setoran Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

123. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019040364927513,

Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP:  00.176.893.6-705.000,  Jenis  Pajak:  411128-PPh Final,

Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor:

Rp3.900.000,-(tiga  juta  sembilan  ratus  ribu  rupiah),  Uraian:  Sewa

Rusun Bulan Februari-Maret;

124. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018090591710111,

Masa Aktif: 04/10/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPh Pasal

23, Jenis Setoran: 100-Setoran masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,-

(satu juta rupiah), Uraian: PPh Pasal 23 jasa sewa rusunawa;

125. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018102256768912,

Masa Aktif: 09/11/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411124-PPh Pasal

23, Jenis Setoran: 100-Setoran Masa, Jumlah Setor: Rp1.000.000,-

(satu juta rupiah),  Uraian: PPh Jasa Sewa Rumah/Mess/Flat  bagi

para pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Entikong;

126. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018116291031311,

Masa Aktif: 29/12/2018, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP: 00.176.893.6-705-.000, Jenis Pajak: 411128 PPh Final,

Jenis  Setoran:  403-Persewaan  Tanah  dan  Bangunan,  Jumlah

Setoran:  Rp.2.500.000,-(dua  juta  lima  ratus  ribu  rupiah),  Uraian:

Sewa Rusun;

127. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 018123631067141,

Masa Aktif: 10/01/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas
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II,  NPWP: 00.176.893.6-705-.000,  Jenis Pajak: 411128-PPh Final,

Jenis  Setoran:  403-Persewaan  Tanah  dan  Bangunan,  Jumlah

Setoran: Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah); 

128. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal

06 September 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Agustus 2018) pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

129. 50  (lima  puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang  sebesar

Rp500.000,- tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani Y. JONI

K  diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD Rusunawa

Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan

Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

130. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran

UP tanggal 09 Oktober 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong

sebesar Rp500.000,- dengan Penerima Uang Y. JONI KODET yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess /  Flat  /  Rumah Singgah selama 1 bulan (September 2018)

pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

131. 50  (lima  puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang  sebesar

Rp500.000,-  tanggal  25  September  2018  yang  ditandatangani  Y.

JONI  K  diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD

Rusunawa  Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  untuk  Pembayaran  Sewa

Kamar;

132. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal

29 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess / Flat / Rumah Singgah selama 1 bulan (Oktober 2018) pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;
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133. 50  (lima  puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang  sebesar

Rp500.000,- tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani Y. JONI

K  diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD Rusunawa

Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan

Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

134. 49 (empat puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran

UP  tanggal   11  Desember  2018  dari  Kantor  Imigrasi  Kelas  II

Entikong  sebesar  Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI

KODET  yang  ditandatangani  diatas  materai  Rp3.000,-  untuk

Pembayaran Sewa Mess / Flat /  Rumah Singgah selama 1 bulan

(Desember 2018) pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten

Sanggau;

135. 50  (lima  puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang  sebesar

Rp500.000,-  tanggal  12  Desember  2018  yang  ditandatangani  Y.

JONI  K  diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD

Rusunawa  Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  untuk  Pembayaran  Sewa

Kamar;

136. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal

28 November 2018 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess /  Flat  /  Rumah Singgah selama 1  bulan  (November  2018)

pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

137. 50  (lima  puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang  sebesar

Rp500.000,-  tanggal  21  November   2018  yang  ditandatangani  Y.

JONI  K  diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD

Rusunawa  Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  untuk  Pembayaran  Sewa

Kamar;

138. 1  (satu)  bundel  Asli  Rincian  Kertas  Kerja  Satker  T.A  2019

Kemen/Lemb: (013)  Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia
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RI,  Unit  Org:  (06)  Ditjen  Imigrasi,  Unit  Kerja:  (539101)  Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Entikong Alokasi: Rp7.968.085.000,-;

139. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong tanggal  22 Februari  2019 Nomor: 00057/II/2019 sebesar

Rp25.000.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran

Sewa Mess /Flat  /Rumah Singgah sebanyak 50 unit  (Nomor Unit

101 sampai 508) selama 1 Bulan (Januari  2019) pada Rusunawa

Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  dibebankan  pada

kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

140. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  (539100)  tanggal  08  April  2019  Nomor:  000099/IV/2019

sebesar  Rp39.000.000,-  kepada:  HAMIMAH,SH,  Pembayaran:

Pembayaran Sewa Mess /Flat  /Rumah Singgah sebanyak 39 unit

(Nomor  Unit  101  sampai  507)  bulan  Februari-Maret  2019  pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 02/04/2019

dibebankan pada kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode:

PNP;

141. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  tanggal  13  Mei  2019  Nomor:  000191/V/2019  sebesar

Rp19.500.000,- Kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran

Sewa Mess /Flat /Rumah Singgah sebanyak 39 unit selama 1 Bulan

(April  2019)  pada  Rusunawa  Kecamatan  Entikong  Kabupaten

Sanggau  dibebankan  pada  kegiatan,output,MAK:  5254.015.052

522141 Kode: PNP;

142. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  (539100)  tanggal  11  Juni  2019  sebesar  Rp19.500.000,-

kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat

/Rumah Singgah sebanyak 39 unit  (Nomor Unit  101 sampai 507)

bulan  Mei  2019  pada  Rusunawa  Entikong  Kab.  Sanggau  tgl

11/06/2019  dibebankan  pada  kegiatan,output,MAK:  5254.015.052

522141 Kode: PNP;

143. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi
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Entikong  tanggal  15  Juli  2019  Nomor:  000311/VII/2019  sebesar

Rp19.500.000,- kepada: HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran

Sewa Mess /Flat  /Rumah Singgah sebanyak 39 unit  (Nomor Unit

101  sampai  507)  selama  1  bulan  (Juni  2019)  pada  Rusunawa

Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  dibebankan  pada

kegiatan,output,MAK: 5254.015.052 522141 Kode: PNP;

144. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

962208457  tanggal  22  Februari  2019  NPWP:  001768936705000,

Nama: Rutin Kantor Imigrasi Kelas II, Akun: 411128, Jenis Setoran:

403, Jumlah Setoran: Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

145. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

962196044 tanggal 04 April 2019 NPWP: 001768936705000, Nama:

Rutin Kantor Imigrasi Kelas II,  Akun: 411128, Jenis Setoran: 403,

Jumlah Setoran: Rp3.900.000,-(tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

146. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

962197840 tanggal 13 Mei 2019 NPWP: 001768936705000, Nama:

Rutin Kantor Imigrasi Kelas II,  Akun: 411128, Jenis Setoran: 403,

Jumlah Setoran: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh

ribu rupiah);

147. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

866635314 tanggal 11 Juni 2019 NPWP: 001768936705000, Nama:

Rutin Kantor Imigrasi Kelas II,  Akun: 411128, Jenis Setoran: 199,

Jumlah Setoran: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh

ribu rupiah);

148. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

866633943 tanggal 15 Juli 2019 NPWP: 001768936705000, Nama:

Rutin Kantor Imigrasi Kelas II,  Akun: 411128, Jenis Setoran: 403,
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Jumlah Setoran: Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh

ribu rupiah);

149. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019023284409141,

Masa Aktif: 24/03/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP:  00.176.893.6-705.000,  Jenis  Pajak:  411128-PPh Final,

Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor:

Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

150. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019040364927513,

Masa Aktif: 02/05/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP:  00.176.893.6-705.000,  Jenis  Pajak:  411128-PPh Final,

Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor:

Rp3.900.000,-(tiga  juta  sembilan  ratus  ribu  rupiah),  Uraian:  Sewa

Rusun Bulan Februari-Maret;

151. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019051992168467,

Masa Aktif: 12/06/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP:  00.176.893.6-705.000,  Jenis  Pajak:  411128-PPh Final,

Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor:

Rp1.950.000,-(satu  juta  sembilan  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah),

Uraian: Sewa Rusunawa sebanyak 39 Unit untuk Bulan April 2019;

152. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019060471001212,

Masa Aktif: 11/07/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP:  00.176.893.6-705.000,  Jenis  Pajak:  411128-PPh Final,

Jenis Setoran: 199-Pembayaran Pendahuluan SKP, Jumlah Setor:

Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

153. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 019072531470114,

Masa Aktif: 14/08/2019, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas

II,  NPWP:  00.176.893.6-705.000,  Jenis  Pajak:  411128-PPh Final,

Jenis Setoran: 403-Persewaan Tanah dan Bangunan, Jumlah Setor:

Rp1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu);

154. 50 (lima puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal

22  Februari  2019  dari  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang
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ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2019) pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

155. 50  (lima  puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang  sebesar

Rp500.000,- tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani Y. JONI K

diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD  Rusunawa

Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang  dan

Pertanahan Kabupaten Sanggau untuk Pembayaran Sewa Kamar;

156. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP

tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Februari 2019) pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

157. 39  (tiga  puluh  sembilan)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang

sebesar Rp500.000,- tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani

Y.  JONI  K  diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD

Rusunawa  Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  untuk  Pembayaran  Sewa

Kamar;

158. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP

tanggal 08 April 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess /Flat  /  Rumah Singgah selama 1 Bulan (Maret  2019)  pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

159. 39  (tiga  puluh  sembilan)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang

sebesar Rp500.000,- tanggal 22 Maret 2019 yang ditandatangani Y.

JONI  K  diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD

Rusunawa  Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  untuk  Pembayaran  Sewa

Kamar;
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160. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP

tanggal 13 May 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess  /Flat  /  Rumah  Singgah  selama  1  Bulan  (April  2019)  pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

161. 39  (tiga  puluh  sembilan)  lembar  Asli  Kuitansi  Penerimaan  Uang

sebesar Rp500.000,- tanggal 06 April 2019 yang ditandatangani Y.

JONI  K  diatas  materai  Rp3.000,-  dan  dicap  stempel  UPTD

Rusunawa  Entikong  Dinas  Perumahan,  Cipta  Karya,  Tata  Ruang

dan  Pertanahan  Kabupaten  Sanggau  untuk  Pembayaran  Sewa

Kamar;

162. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP

tanggal 11 Juni 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess  /Flat  /  Rumah  Singgah  selama  1  Bulan  (Mei  2019)  pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

163. 39 (tiga puluh sembilan) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP

tanggal 15 Juli 2019 dari Kantor Imigrasi Kelas II Entikong sebesar

Rp500.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess  /Flat  /  Rumah  Singgah  selama  1  Bulan  (Juni  2019)  pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

164. 1  (satu)  bundel  Asli  Rincian  Kertas  Kerja  Satker  T.A  2020

Kemen/Lemb: (013) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI,

Unit Org: (06) Ditjen Imigrasi, Unit Kerja: (ii) Kantor Imigrasi Kelas II

Entikong, Alokasi: Rp7.104.181.000,-;

165. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada:

HAMIMAH,SH,  Pembayaran:  Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat

/Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Januari 2020)
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pada  Rusunawa  Kecamatan  Entikong  tgl  28/02/2020  dibebankan

pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

166. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  tanggal  06  April  2020  sebesar  Rp20.000.000,-  kepada:

HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran Sewa Mess /Flat /Rumah

Singgah  sebanyak  20  unit  selama  1  bulan  (Maret  2020)  pada

Rusunawa  Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  dibebankan

pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

167. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  tanggal  06  Mei  2020  sebesar  Rp20.000.000,-  kepada:

HAMIMAH,SH, Pembayaran: Pembayaran sewa Mess /Flat /Rumah

Singgah  sebanyak  20  unit  selama  1  bulan  (April  2020)  pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau tgl 06/05/2020

dibebankan pada kegiatan,output,MAK:  5254.019.001.052.A Kode:

522141;

168. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong tanggal 05 Agustus 2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada:

HAMIMAH,SH,  Pembayaran:  Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat

/Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Juli 2020) pada

Rusunawa  Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  dibebankan

pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

169. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  tanggal  08  September  2020  sebesar  Rp20.000.000,-

kepada:  HAMIMAH,SH,  Pembayaran:  Pembayaran  biaya  Sewa

Mess  /Flat  /Rumah  Singgah  sebanyak  20  unit  selama  1  bulan

(Agustus 2020)  pada Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten

Sanggau  dibebankan  pada  kegiatan,output,MAK:

5254.019.001.052.A Kode: 522141;

170. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong tanggal 09 Maret  2020 sebesar Rp20.000.000,- kepada:

HAMIMAH,SH,  Pembayaran:  Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat

/Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Februari 2020)

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 35



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada  Rusunawa  Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau

dibebankan pada kegiatan,output,MAK:  5254.019.001.052.A Kode:

522141;

171. 1  (satu)  lembar  Surat  Perintah  Bayar  (SPBy)  Kantor  Imigrasi

Entikong  tanggal  05  Juni  2020  sebesar  Rp20.000.000,-  kepada:

HAMIMAH,SH,  Pembayaran:  Pembayaran biaya Sewa Mess /Flat

/Rumah Singgah sebanyak 20 unit selama 1 bulan (Mei 2020)  pada

Rusunawa  Kecamatan  Entikong  Kabupaten  Sanggau  dibebankan

pada kegiatan,output,MAK: 5254.019.001.052.A Kode: 522141;

172. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

122722986  tanggal  02  Maret  2020  NPWP:  001768936705000,

Nama: Rutin Kantor Imigrasi Klas II, Akun: 411128, Jenis Setoran:

403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

173. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

096282315 tanggal 07 April 2020 NPWP: 001768936705000, Nama:

Rutin  Kantor  Imigrasi  Klas  II,  Akun:  411128,  Jenis  Setoran:  403,

Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

174. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

096282798 tanggal 06 Mei 2020 NPWP: 001768936705000, Nama:

Rutin  Kantor  Imigrasi  Klas  II,  Akun:  411128,  Jenis  Setoran:  403,

Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

175. 1  (satu)  lembar  Tanda  Terima  Setoran  Pajak  (MPN  Billing)  dari

Kantor  Pos  Indonesia  (Persero)  Kpc  Entikong  78557  Nomor:

096280373  tanggal  06  Agustus  2020  NPWP:  000132928705000,

Nama: Kantor Imigrasi Kelas II TPI E, Akun: 411128, Jenis Setoran:

403, Jumlah Setoran: Rp2.000.000,-(dua juta rupiah);

176. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0237 2036 7110

133,  Masa  Aktif:  28/03/2020,  NPWP  Penyetor:  00.176.893.6-

705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II,  Jenis Pajak:
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411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta

rupiah), Uraian: Pembayaran Pajak Rusunawa Baru;

177. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0239 2580 8623

135,  Masa  Aktif:  07/05/2020,  NPWP  Penyetor:  00.176.893.6-

705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II,  Jenis Pajak:

411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta

rupiah), Uraian: Rusun;

178. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0240 2981 9740

017,  Masa  Aktif:  05/06/2020,  NPWP  Penyetor:  00.176.893.6-

705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II,  Jenis Pajak:

411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta

rupiah);

179. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing, ID Billing: 0243 4128 3343

108,  Masa  Aktif:  05/09/2020,  NPWP  Penyetor:  00.176.893.6-

705.000, Nama Penyetor: Rutin Kantor Imigrasi Klas II,  Jenis Pajak:

411128, Jenis Setoran: 403, Jumlah Setor: Rp2.000.000,-(dua juta

rupiah), Uraian: Sewa Rusun;

180. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal

28  Februari  2020  dari  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebesar

Rp1.000.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp6.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess /Flat / Rumah Singgah selama 1 Bulan (Januari 2020) pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

181. 20  (dua puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  /  Bukti  Pembayaran  UP dari

Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebesar  Rp1.000.000,-  dengan

Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai

Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat  /  Rumah Singgah

selama  1  Bulan  (Februari  2020)  pada  Rusunawa  Kecamatan

Entikong Kabupaten Sanggau;

182. 20  (dua puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  /  Bukti  Pembayaran  UP dari

Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebesar  Rp1.000.000,-  dengan

Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai
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Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat  /  Rumah Singgah

selama 1 Bulan (Maret 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong

Kabupaten Sanggau;

183. 20 (dua puluh) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP tanggal

06  Mei  2020  dari  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebesar

Rp1.000.000,-  dengan  Penerima  Uang  Y.  JONI  KODET  yang

ditandatangani  diatas materai  Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa

Mess  /Flat  /  Rumah  Singgah  selama  1  Bulan  (April  2020)  pada

Rusunawa Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau;

184. 19 (sembilan belas) lembar Asli Kuitansi / Bukti Pembayaran UP dari

Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebesar  Rp1.000.000,-  dengan

Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai

Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat  /  Rumah Singgah

selama 1 Bulan (Mei 2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong

Kabupaten Sanggau;

185. 20  (dua puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  /  Bukti  Pembayaran  UP dari

Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebesar  Rp1.000.000,-  dengan

Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai

Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat  /  Rumah Singgah

selama 1 Bulan (Juli  2020) pada Rusunawa Kecamatan Entikong

Kabupaten Sanggau;

186. 20  (dua puluh)  lembar  Asli  Kuitansi  /  Bukti  Pembayaran  UP dari

Kantor  Imigrasi  Kelas  II  Entikong  sebesar  Rp1.000.000,-  dengan

Penerima Uang Y. JONI KODET yang ditandatangani diatas materai

Rp3.000,-  untuk Pembayaran Sewa Mess /Flat  /  Rumah Singgah

selama  1  Bulan  (Agustus  2020)  pada  Rusunawa  Kecamatan

Entikong Kabupaten Sanggau;

187. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  W.16-1824.KP.03.03  Tahun

2016  tanggal  23  April  2016  tentang  Pemberhentian  dan

Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;
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188. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor : SEK-37.KP.03.03 Tahun 2018

tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Dari  dan Dalam Jabatan Administrasi  di  Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. HAMIMAH, S.H.;

189. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Penghunian Rusunawa tanpa

nomor tanggal 06 Agustus 2018 antara Kepala Dinas Perumahan,

Cipta Karya,  Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sanggau Ir.

Rodie S. Sanen, M.Si. dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong

Herri Prihatin, S.H., M.Si. bermaterai Rp6.000,-;

190. 1 (satu) lembar Legalisir  Fotokopi Keputusan Menteri  Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  SEK-18.KP.03.03

Tahun  2017  tanggal  7  Maret  2017  tentang  Pemberhentian  dan

Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.;

191. 1 (satu) lembar Legalisir  Fotokopi Keputusan Menteri  Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  SEK-37.KP.03.03

Tahun 2018 tanggal  5  Oktober  2018 tentang Pemberhentian  dan

Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Tarno, S.H.; 

192. 1 (satu) lembar Legalisir  Fotokopi Keputusan Menteri  Hukum dan

Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  W-16-

1824.KP.03.03  Tahun  2016  tanggal  23  April  2016  tentang

Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Dari  dan  Dalam  Jabatan

Administrasi  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi

Manusia a.n. Rakhmat Hermawan, A.Md.;

193. 1 (satu) lembar Legalisir  Fotokopi Keputusan Menteri  Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  SEK-37.KP.03.03

Tahun 2018 tanggal  5  Oktober  2018 tentang Pemberhentian  dan

Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan

Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  a.n.  Rakhmat

Hermawan, A.Md.;
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194. 1 (satu) lembar Legalisir  Fotokopi Keputusan Menteri  Hukum dan

Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor  :  W.16-

1824.KP.03.03  Tahun  2016  tanggal  23  April  2016  tentang

Pemberhentian  dan  Pengangkatan  Dari  dan  Dalam  Jabatan

Administrasi  di  Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi

Manusia a.n. Hamimah, S.H.;

195. 1 (satu) lembar Legalisir  Fotokopi Keputusan Menteri  Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  SEK-37.KP.03.03

Tahun 2018 tanggal 05 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrasi di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia a.n. Hamimah, S.H.;

196. 1 (satu) bundel Asli  Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor  W16-IMI.D-KU.03.03-1333

tanggal  29  Desember  2017  tentang  Penetapan  Pejabat  Pembuat

Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah  Membayar, dan

Pejabat Pengelola Administrasi  Belanja Pegawai Pada Satuan Kerja

Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Tahun Anggaran 2018;

197. 1 (satu) bundel Asli  Keputusan Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Nomor  W16-IMI.D-KU.03.03-1334

tanggal  29  Desember  2017  tentang  Penetapan  Bendahara

Pengeluaran Pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II  Entikong

Tahun Anggaran 2018;

198. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Nomor  :  W16-IMI.D-

KU.03.03-1821  tanggal  31  Desember  2018  tentang  Penetapan

Pengangkatan  Pejabat  Pembuat  Komitmen,  pada  Kantor  Imigrasi

Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;

199. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Nomor  :  W16-IMI.D-

KU.03.03-1822  tanggal  31  Desember  2018  tentang  Penetapan

Penggantian Bendahara Pengeluaran, pada Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Entikong Tahun Anggaran 2019;
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200. 1 (satu) bundel Asli  Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Kantor Imigrassi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-

IMI.D-PB.02.10-1823  tanggal  31  Desember  2018  tentang

Pendelegasian  /  Pelimpahan  Wewenang  Kuasa  Pengguna

Anggaran  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Tahun

Anggaran 2019;

201. 1 (satu) bundel Asli  Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Kantor Imigrassi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-

IMI.D-KU.03.01-1447  tanggal  02  Desember  2019  tentang

Pendelegasian  /  Pelimpahan  Wewenang  Kuasa  Pengguna

Anggaran  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Tahun

Anggaran 2020;

202. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Satuan  Kerja  Kantor

Imigrassi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-IMI.D-KU.03.03-0025

tanggal  03  Januari  2020  tentang  Penetapan  Bendahara

Pengeluaran  pada  Satuan  Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI

Entikong Tahun Anggaran 2020;

203. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Nomor  :  W16-IMI.D-

KU.03.03-0078  tanggal  23  Januari  2020  tentang  Penetapan

Pengangkatan  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK),  Pejabat

Penandatanganan  Surat  Perintah  Pembayaran  (PPSPM),  Pejabat

Pengelola Administrasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja Kantor

Imigrasi Kelas II TPI Entikong Tahun Anggaran 2020;

204. 1 (satu) bundel Asli Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan

Kerja  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Nomor  :  W16-IMI.D-

KU.03.03-0079  tanggal  23  Januari  2020  tentang  Penetapan

Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Entikong;

205. 1 (satu) bundel Asli  Surat Penugasan Kuasa Pengguna Anggaran

Satuan Kerja Kantor Imigrassi Kelas II TPI Entikong Nomor : W16-
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IMI.D-KU.03.01-0082  tanggal  23  Januari  2020  tentang

Pendelegasian  /  Pelimpahan  Wewenang  Kuasa  Pengguna

Anggaran  Pada  Kantor  Imigrasi  Kelas  II  TPI  Entikong  Tahun

Anggaran 2020;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas

nama Yohanes Joni Kodet.

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-

(lima ribu rupiah).

Membaca  Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PNPtk tanggal 7

Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan  Terdakwa  Hamimah,  S.H. tidak  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan

Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Hamimah,S.H., dari dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan  Terdakwa  Hamimah,S.H., telah  terbukti  secara  sah  dan

meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  “Korupsi  Secara

Bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada  Terdakwa  Hamimah,S.H., oleh karena itu

dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  tahun  dan  denda  sejumlah

Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah), dengan  ketentuan  apabila

Terdakwa tidak  membayar  denda tersebut  maka diganti  dengan pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa  Hamimah,S.H.,  untuk

membayar  Uang  Pengganti  kepada  negara  sejumlah  Rp19.800.000,00

(Sembilan  belas  juta  delapan  ratus  ribu  rupiah), dengan  ketentuan

apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu)

bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta

bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk  menutupi  uang

pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda

yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan

pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
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6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti No.1 sampai dengan No,205

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  sejumlah  Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Membaca,  Akta Pernyataan Banding  Nomor  3/Akta.Pid-

TPK/2023/PN.Ptk juncto Nomor  32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk  yang dibuat

oleh Panitera  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pontianak  yang  menerangkan bahwa  pada  tanggal 13 Februari  2023

Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 7 Februari 2023

Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Ptk;

Membaca,  relaas pemberitahuan pernyataan  banding  yang  dibuat

oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada

tanggal 16 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan

kepada terdakwa;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara

yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 Februari

2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  Sanggau

dan kepadaTerdakwa, yang memberi kesempatan kepada Penuntut Umum

dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding atas

putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk,  di  Kepaniteraan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sebelum berkas

perkara tersebut dikirim kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat

Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, dalam tenggang waktu 7 (tujuh)

hari sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

Membaca, memori banding tanggal 14 Februari 2023 dari Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong, Kalimantan Barat yang
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telah  diterima  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada

Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 21 Februari 2023 dan telah diserahkan

salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2023;

Membaca,  kontra  memori  banding  tanggal  6  Maret  2023  dari

Terdakwa,  yang telah diterima di  Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 10 Maret 2023 dan telah

diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret

2023;

Menimbang,  bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah

diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan  menurut  cara  serta  syarat-syarat

sebagaimana  yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang,  oleh  karena  itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang  bahwa Penuntut Umum telah mengajukan  memori

banding pada pokoknya keberatan terhadap hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis  Hakim  Tingkat  Pertama dalam putusannya kepada

Terdakwa dengan pidana selama  1  (satu)  tahun dan  denda sejumlah

Rp50.000.000,-  (lima  puluh juta  rupiah)  dengan ketentuan apabila

Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana

kurungan  selama  2  (dua)  bulan tersebut terlalu ringan  dan  tidak

memenuhi  rasa  keadilan, dengan  alasan  bahwa Terdakwa tidak

kooperatif,  tidak jujur  dan  berbelit-belit dalam hal Terdakwa tidak mau

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan berdasarkan

fakta  hukum  persidangan,  Terdakwa  telah  melakukan  tindak  pidana

korupsi  secara  bersama-sama  dengan  Saksi  YOHANES JONI  KODET

dan  Sdra.  Ir.  RODIE  S.  SANEN,  M.Si.  (Almarhum)  yang  mempunyai

keterkaitan satu sama lain;

2. Bahwa besaran  penjatuhan  hukum  Pidana  Tambahan  yang  dikenakan

kepada  Terdakwa  untuk  membayar  Uang  Pengganti  kepada  negara

menurut kami terlalu ringan;

Berdasarkan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Majelis

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan
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Tinggi  Pontianak  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  menerima

permohonan Banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

- Memutus sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana

yang kami ajukan tanggal pada tanggal 10 Januari 2023; 

Menimbang,  bahwa terdakwa telah  mengajukan kontra memori

banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  terbanding  tidak  menerima  atas  putusan  yang  Menyatakan

Terdakwa Hamimah, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

hukum  bersalah  melakukan  perbuatan  pidana  melanggar  Pasal  3  Jo

Pasal  18  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999

tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah

diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang

Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHPidana dalam

Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

- Bahwa saya tidak pernah merasa merugikan keuangan negara, hal ini

dikarenakan semuanya disetorkan ke kantor kas negara;

- Bahwa yang menerima uang dari penyewa bukan terbanding, tetapi sdr

Joni;

- Bahwa  apa  yang  menjadi  alasan  jaksa  penuntut  umum,  bahwa

terbanding berbelit-belit dan tidak kooperativ dalam persidangan adalah

tidak benar. 

- Bahwa  majelis  hakim  pengadilan  negeri  Pontianak  telah

mempertimbangkan secara baik dan benar semua fakta yag terungkap

dalam persidangan  baik  tuntuntan  dari  pembanding  (penuntut  umum)

maupun nota pembelaan (pledoi) dari tim penasehat hukum terbanding

(terdakwa)  dihubungkan  bukti  dan  saksi  yang  terungkap  dalam

persidangan,  sehingga  terhadap  keberatan  pembanding  (penuntut

umum) pada keseluruhannya hanya merupakan pengungkapan kepada

hal-hal  yang  sebenarnya  telah  dipertimbangkan  dengan  benar  oleh
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majelis  hakim  pengadilan  negeri  Pontianak  dalam putusan  perkara  a

quo,  olehnya  dalil-dalil  keberatan  dari  pembanding  (penuntut  umum)

haruslah ditolak oleh majelis hakim tingkat banding.

Berdasarkan  segala  sesuatu  yang  telah  uraikan  dan  dijelaskan

diatas, maka beralasan bagi bapak ketua pengadilan tinggi Pontianak melalui

majelis  hakim  banding  yang  terhormat  berkenan  memberikan  putusan

sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding dari terbanding (terdakwa);

2. Menolak permohonan banding dari pembanding (penuntut umum);

3. Menolak  semua  alasan  alasan  banding  dari  pembanding  (penuntut

umum) dalam memori banding ;

4. Membatalkan  putusan  pengadilan  negeri  Pontianak  dalam  perkara

pidana Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk

Menimbang  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi

membaca, mempelajari, dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri  Pontianak Nomor  32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk  tanggal  7  Februari

2023,  Memori  Banding dari  Penuntut Umum,  Kontra Memori Banding dari

Terdakwa  serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini,

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum

Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai terbuktinya tindak

pidana  yang  dilakukan  oleh  Terdakwa  seperti  yang  diatur  dan  diancam

pidana dengan Pasal  3  Jo  Pasal  18  Undang-Undang Republik  Indonesia

Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana  sebagaimana yang

didakwakan  dalam dakwaan Subsidair  Penuntut  Umum,  telah  didasarkan

kepada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena hal itu

didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
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Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi

mencermati pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama

dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dan

dapat  membenarkan  mengenai  pidana  yang  telah  dijatuhkan  terhadap

Terdakwa tersebut,  baik  mengenai  lamanya pidana badan berupa pidana

penjara  maupun  mengenai  jumlah  besaran  pidana  kumulatifnya  berupa

pidana denda serta mengenai  lamanya pidana penjara sebagai  pengganti

pidana  dendanya,  oleh  karena  pidana  tersebut  telah  sepadan  dengan

perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi

rasa keadilan masyarakat serta diharapkan dapat menjadi prevensi umum

agar supaya perbuatan serupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tidak

akan terulang lagi di masyarakat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di atas,

maka  seluruh  pertimbangan  hukum putusan  Pengadilan  Tingkat  Pertama

diambil  alih  dan  dijadikan  sebagai  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim

Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang  bahwa  mengenai  alasan  Hukum  yang  dikemukakan

Penuntut  Umum  dalam  memori  bandingnya dan  alasan  hukum  yang

dikemukakan  terdakwa  dalam  kontra  memori  bandingnya Majelis  Hakim

Pengadilan  Tinggi  berpendapat  bahwa  alasan  yang  diuraikan baik  oleh

Penuntut  Umum  maupun  yang  diajukan  Terdakwa,  berkaitan  dengan

pembahasan unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, unsur mana telah

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih oleh

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka karena pertimbangan Majelis Hakim

yang pada pokoknya memiliki kesimpulan yang berbeda dengan apa yang

diuraikan  Penuntut  Umum maupun  Terdakwa,  maka  memori  banding

Penuntut  Umum  dan  kontra  memori  banding  terdakwa  harus

dikesampingkan;

Menimbang  bahwa  mengenai  penetapan  barang  bukti  Nomor 1

sampai  dengan  Nomor 205,  oleh  karena  barang  bukti  tersebut  Masih

diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Yohanes Joni
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Kodet,  maka  barang  bukti  tersebut  harus  dikembalikan  kepada  Penuntut

Umum untuk bukti perkara lain;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,

maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Pontianak  Nomor  32/Pid.Sus-TPK/2022/PN  Ptk  tanggal  7  Februari  2023,

harus diubah sepanjang mengenai penetapan barang bukti sehingga amar

selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah

dan dijatuhi pidana serta berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara

dan menurut  pendapat  Majelis  Hakim Pengadilan Tinggi  tidak ada alasan

yang  cukup  untuk  mengeluarkan  Terdakwa  dari  tahanan,  maka  sesuai

dengan Pasal 242  juncto  Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, menetapkan

Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  tetap  berada  dalam

tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya

Terdakwa  berada  dalam  tahanan  diperhitungkan  dan  dikurangkan  dari

pidana yang dijatuhkan;

Menimbang  bahwa  sesuai  dengan  Pasal  222  ayat  (1)  KUHAP,

kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang

timbul  dalam  kedua  tingkat  pengadilan,  yang  dalam  tingkat  banding

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat  Pasal  3  juncto Pasal  18  ayat  (1),  (2)  dan (3)  Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan

Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001  tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo.  Pasal  55 ayat (1) ke-1

KUHP,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang

Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Undang-Undang  Republik  Indonesia

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
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MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Pontianak Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Ptk tanggal 7 Februari

2023,  yang dimintakan banding,  sekedar  mengenai  penetapan barang

bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamimah, S.H., tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dalam

dakwaan Primair;

2. Membebaskan  Terdakwa  Hamimah,S.H., dari  dakwaan  Primair

tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa  Hamimah,S.H., telah terbukti secara sah dan

meyakinkan  bersalah  melakukan  Tindak  Pidana  “Korupsi  Secara

Bersama-sama” sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hamimah,S.H., oleh karena itu

dengan pidana penjara selama  1 (satu) tahun dan denda sejumlah

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila

Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana

kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Hamimah,S.H., untuk

membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah  Rp19.800.000,00

(Sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan

apabila terpidana tidak membayar uang pengganti  tersebut selama 1

(satu)  bulan  setelah  putusan  Pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap,

maka  harta  bendanya  dapat  disita  oleh  Jaksa  dan  dilelang  untuk

menutupi  uang  pengganti  tersebut,  dan  dalam  hal  terpidana  tidak

mempunyai  harta  benda  yang  mencukupi  untuk  membayar  uang

pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
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8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 205

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti perkara lain;

9. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  dalam  dua  tingkat

peradilan yang dalam tingkat banding, sebesar Rp2.500,00 (dua ribu

lima ratus rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023, oleh

Isjuaedi,  S.H.,M.H.,  sebagai  Hakim  Ketua,  Dr.  H.  Muhammad  Razzad,

S.H.,M.H., dan Dwi Jaka Susanta, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim

Anggota,yang  ditunjuk  untuk  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini

berdasarkan  Surat  Penetapan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Pontianak

Nomor  2/Pid.Sus-TPK/2023/PT  PTK  tanggal  1  Maret  2023  dan  putusan

tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,

tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi  para Hakim

Anggota  tersebut,  serta  Hery  Zuhairi,  S.H.  Panitera  Pengganti pada

Pengadilan Tinggi  Pontianak tanpa dihadiri  oleh Penuntut  Umum maupun

Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota       Hakim Ketua

ttd    ttd

Dr. H. Muhammad Razzad, S.H.,M.H..             Isjuaedi, S.H.,M.H.

ttd

Dwi Jaka Susanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

  ttd

            Hery Zuhairi, S.H.
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